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PUTUSAN
Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

PYRE I JPENg' ey
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam

sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan XxxX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI
ELEKTRONIK PADA EMAIL MILKAMOBILEO@GMAIL.COM,
sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx Xxxxxxx, tempat
kediaman di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Telp.
089515927XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat surat gugatannya tanggal 19 November 2024 telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kotabumi dengan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal itu juga,
dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2023, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung
Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1803101042023 XXX, tertanggal
03 April 2023;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat

berstatus Jejaka;
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3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama dirumah Kontrakan bersama di Bernah Kelurahan Kota Alam
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara selama 8 Bulan
dan sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan
Oktober Tahun 2023 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan
karena:

5.1. Tergugat makai serta bekerja sebagai penjual Narkotika Jenis
Sabu-sabu;

5.2. Tergugat sering bermain judi Online yang Penggugat ketahui secara
langsung;

5.3. Keluarga dari Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, seperti selalu membela pekerjaan tidak
benar yang Tergugat berikan serta sering ikut campur urusan
Penggugat dengan keluarga Penggugat;

6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat
sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada
awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua
belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah
jadi;

7. Bahwa, pada Tanggal 22 November 2023 Tergugat ditahan oleh Pihak
Kepolisian dengan kasus tindak pidana Narkotika, kemudian selanjutnya
Tergugat ditahahan di Rutan Kelas [IB Kotabumi dan terakhirnya di
pindahkan ke KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Provinsi Lampung dan
selama Tergugat ditahan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah
lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini dan selama di
Tergugat di tahan Tergugat selalu Tergugat selalu meminta uang dari
Penggugat dan mangancam ingin menyelakai Penggugat jika Penggugat
mengajukan perceraian terhadap Tergugat,;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1055/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak Tergugat ditahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini, diketahui Penggugat
saat ini dirumah kontrakan di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi
Selatan Kabupaten Lampung Utara, sedangkan Tergugat berada
di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Provinsi Lampung;

9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi
memberi nafkah kepada Penggugat;

10.Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

11.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat

lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal dan telah diterima
tanggal dan 04 Desember 2024 dan telah diterima tanggal 05 Desember 2024
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yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat
dengan penegasan bahwa Tergugat telah dipidana selama 6 (enam) tahun dan
6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi atas kasus penyalahgunaan
narkotika;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor
XXX/18/PD-MM/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulang
Maya Kabupaten Lampung Utara tanggal 1 Oktober 2024, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua
diparaf dan diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1803101042023XXX yang
dikeluarkan oleh KUA Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung tanggal 3 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda
P2;

3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 13
Mei 2024 atas nama Supriyadi yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Negeri Kotabumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda P3;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu
halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan di persidangan
tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan
diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis sering terjadi perselisihan Tergugat makai serta bekerja sebagai
penjual Narkotika Jenis Sabu-sabu, Tergugat sering bermain judi Online yang
Penggugat ketahui secara langsung;, Keluarga dari Tergugat terlalu ikut
campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti selalu membela
pekerjaan tidak benar yang Tergugat berikan serta sering ikut campur urusan
Penggugat dengan keluarga Penggugat. Puncaknya, pada tanggal 22
November 2023 Tergugat ditahan oleh Pihak Kepolisian dengan kasus tindak
pidana Narkotika, kemudian selanjutnya Tergugat ditahahan di Rutan Kelas 11B
Kotabumi dan terakhirnya di pindahkan ke KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Provinsi Lampung dan selama Tergugat ditahan Tergugat sudah tidak pernah
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memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini
dan selama di Tergugat di tahan Tergugat selalu Tergugat selalu meminta uang
dari Penggugat dan mangancam ingin menyelakai Penggugat jika Penggugat

mengajukan perceraian terhadap Tergugat;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH
Perdata meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan
Penggugat harus dianggap benar, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak
dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat
oleh karenanya majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya
gugatan Penggugat, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka
Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang saat ini berdomisili di wilayah
yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya berdasarkan kententuan
pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat
ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut
bermaksud menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami
isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2023. oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat
berwenang untuk bertindak sebagai pihak (persona standi in judicio) dan
Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Petikan Putusan), telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut
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bermaksud menjelaskan bahwa Tergugat telah dipidana pada 13 Mei 2024 oleh
Pegadilan Negeri Kotabumi atas kasus menjual Narkotika Golongan | bukan
tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat melakukan
tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan |
bukan tanaman, sehingga dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam)
bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dengan ketentuan apabilan tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana
penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas,
maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan
berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam
rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai
suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila
pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran
kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai,
menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah
satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka
perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan
(sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada
dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh
pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah dipidana penjara
selama 6 tahun 6 bulan setelah masa perkawinan, maka hal itu sudah

menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah
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tidak mencapai tujuan Iluhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa
ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara
suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal
sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud,;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan
dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti
esedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,
tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya
penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat
lahir dan batin. Padahal sesuai dengan Qaidah Fighiyah yang termaktub dalam
Kitab Al-AsybahWannadzair yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis
Hakim dinyatakan: "Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih
diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang bahwa bertolak dari kaidah fighiyah tersebut dan
dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi
mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh
memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang

oleh syariat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar
daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan
akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan
perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan

Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat
telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9
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Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu
pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau yang lebih berat
setelah terjadinya perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat sudah
sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,
yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan
berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut di atas tanpa
mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan
perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal
19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Kotabumi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8
Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua
Majelis dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Pijar Alif Rachmatul Islami,
S.H.l. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Dianningsih,
S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui

sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Novia Ratna Safitri, Pijar Alif Rachmatul Islami,
S.H.,, M.H S.H.L

Panitera Pengganti
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Agus Dianningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp70.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp40.000,00
4. Pemberitahuan Rp20.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan N0.1055/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



